
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

 

5.1 KESIMPULAN
Dari pembahasan yang telah dijabarkan pada bab II dan bab III dan analisis
yang telah dilakukan pada bab IV maka terdapat kesimpulan yang pada
dasarnya memberikan jawaban rada identifikasi masalah yang dimuat pada bab
I. kesimpulan pertama adalah :

Pengaturan mengenai right to be forgotten yang terdapat
dalam GDPR dapat dijadikan acuan untuk Indonesia saat
menyusun Undang-Undang Perlindungan data. Indonesia tidak
perlu mengikuti peraturan GDPR tetapi GDPR disini
digunakan sebagai contoh peraturan yang baik mengenai
perlindungan data pribadi.
Pengaturan pasal 26 ayat (3) merupakan right to be forgotten,
hanya saja pengaturannnya berbeda dengan right to be
forgotten secara umum.
Right to be forgotten tidak dapat diberlakukan kepada public
figure karena saat seseorang menjadi public figure ruang
lingkup perlindungan data pribadi mereka menjadi semakin
luas karena kepentingan public untuk mencari informasi
menjadi semakin luas.
Kebutuhan akan kepastian mengenai pelaksanaan dari right to
be forgotten yang terdapat pada pasal 26 ayat (3) semakin
dibutuhkan dan semakin mendesak.
Keberadaan undang-undang perlindungan data pribadi
semakin dibutuhkan demi adanya kepasyian hukum mengenai



perlindungan data pribadi.
Peraturan pemerintah pelaksana dari Unda-Undang Nomor 19
Tahun 2016 sudah ada draft yang akan segera di sahkan.
Semoga pengesahan peraturan pemerintah tersebut dilakukan
dengan secepatnya karena peraturan tersebut sangat
dibutuhkan.
RUU perlindungan data pribadi kemungkinan besar akan
masuk kedalam Prolegnas 2019 karena urgensi dari
perlindungan data pribadi di Indonesia

Kesimpulan kedua yang dapat diambil adalah:

Pengaturan mengenai penghapusan data di Indonesia memang
sudah ada sejak lama, tetapi masih tersebar di banyak
peraturan.
Penghapusan data yang terdapat di undang-undang lain selain
UU ITE Revisi merupakan pemusnahan data yang dimana
daya guna data tersebut sudah tidak ada lagi dan sudah
melewati jangka waktu yang telah dilewati.
Pengaturan right to be forgotten pada pasal 26 ayat (3) UU
ITE Revisi belum didukung dengan peraturran-peraturan yang
ada di Indonesia.
Pengaturan right to be forgotten pada pasal 26 ayat (3)
seharusnya bukam dimasukkan kedalam UU ITE tetapi haris
dimasukkan dalam ruang lingkup UU Perlindungan Data
Pribadi.

 
5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa saran yang
dapat dikemukakan, yaitu :



Dalam membuat peraturan pemerintah harusnya lebih melihat
kepada kesiapan dari masyarakat di Indonesia. sehingga
peraturan yang dibuat memang tepat sasaran dan memamng
memenuhi kebutuhaan dari masyarakat Indonesia.
Untuk mengadopsi suatu asas hendaknya pemerintah juga
memahami terlebih dahulu bagaimana asas tersenut akan
diaplikasikan di Indonesia. Buat peraturan yang memang julas
dan terperinci. Jika memang nantinya aka nada aturan lain
yang mengatur tentang pelaksanaan diharapkan peraturan
tambahan tersebut dikeluarkan dengan cepat agar tidak
menimbulkan kekosongan hukum.
Sosialisasi terhadap masyarakat juga merupakan hal yang
penting, sehingga nanti jika ada undang-undang baru yang
akan diberlakukan masyarakat sudah memahami dari
sosialisasi yang dilakukan plehpemerintah.
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